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PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;

. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan daerah, periu

diberikan Bantuan Kevangan dari Pemerintah Aceh kepada beberapa
Pernerintah Kabupaten/Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a dan

haruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan,

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dazrah Otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Swmatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 17 Tazhun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomeor 1 Tazhun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Regpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberape kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintzh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5204);

7. Undang-Undang ...../2
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomer 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Qanun Aceh Nomor [ Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaren Daersh Nangproe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomer 01,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

11.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Acek Tahun Anggsran 2012, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012
Nomor (4);

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tabun Anggaran 2012. Berita Daerash Acch
Tahun 2012 Nomar 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Penyaluran belanja bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada beberapa
Pemeriniah Kabupaten/Kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh Tahun Anggaran 2012,

Pasal 2

Jumlah anggaran belanja bantuan kevangan kepada Pemerintsh Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 152.000.000.000,- {seratus lima
puluh dua milyar rupiah),

Pasal 3

Besaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk
masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Penyaluran belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening
Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.

Pasal 5 .../3
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Pasal 5

(1) Bagi Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer belanja bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada
Pemerintah Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud:

(2) Dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada
larpiran II yang metupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dianggarkan dan dilaksanakan melalui mekanisme APBK Tahun Anggaran 2012
masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagaimana usulan program/kegiatan
yang diajukan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 7

Pzmerintah Kabupaten/Kota yang menerima belanja bantuan Keuangan wajib melakukan
pelaksanaan, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaennysa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasai 8

Mengingat APBK Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan, bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 supaya dianggarkan dalam APBK Perubahan Tahun Anggaran
2012,

Pasal 9
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 0l Juni 2012
11 Ra’jab 1433

b&o PENJW ACEH, k

T A KA

Diundangkan di Banda Aceh

padatanggal 4 Juni 2012
14 Rajab 1433

/ SEKRETARIS DAERAH ACEH, &2

/AL_

T. SETIA BUDI

BERITA DAFRAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR %..
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LAMPIRANT :

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR  : 36 TAHUN 2012

TANGGAL Q1 JUN] 2012
1 RAJAR 1433

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

NO| KABUPATENKOTA mﬁ"‘“ PERUNTUKAN DANA BANTUAN
5 1R RAROANNARaRo00: Msbacadorc o R P e
| |Kabupaten Aceh Barat Daya 25.000.000.000,- Pembmg:nan ;:endnpu dan sarana ]aim.wa
2 |Kabupaten Nagan Rava I5.ﬂl}0.ﬂm.{lﬂﬂ,- Pembangunan jalan dan sarana lainnya
3 |Kota Sabang 4[‘.',00(1.000.0&;,- Prasarana dan sarana lainnya
4 |Kabupaten Aceh Jaya 20.000.000,000,- Prasarana dan saranz laininya
5 Kabupate; Aceh Besar ITI.EIDG.{]{}G.G(}I},- Fmaamm dan sarana ]ainn;ra N
6 |Kabupaten Aceh-Tengah 10.000.000.000. - Pembangunan jalan dan sarana lainnys
_'.." .Kahupatf:n Pidie Jaya IS,{ID[LI]{H],UGI.Z;,- ] Prasarana dan sarana lainnya ]
3 |Kota Lhokseumawe 10.000.000.000,- N Prasarana dan sarana tzinnya
Jumloh mz.mm |




